
BUPATI HALMAIIERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAI{ BUPA?I HATIUAHERA BARAT

TENTANG

PENETAPAII STATUS NEGERI UIVTUK SATUAT PENDIDII(AIII
SEKOLAII DASAR (SD} DI KABUPATTN HALMAIIERA BARAT

Menimbang : a.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka pendataan pendidikan secara online dalam
pengemtrangan teknologi pendidikan yang memerlukan keakrutan
data satuan pendid"ikan, periu diiakukan penataan kembaii
nomenklatur satuan pendidikan yang berstatus negeri guna
mempennudah pengurutan nama dan jumiah sekolah yang berada
daiam lvilayah Kabupaten Halmahera Barat serta memanilisir
kesalahan dalam penetapan pemberian bantuan sararra prasarana
pendidikan. maka dipandang periu dilakukan penetapan stat.us
negeri untuk satuan pendidikan Sekoiah Dasar (SDi DI Kabupaten
Hahnahera Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Di
Katrupaten Halrnahera Barat;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Unriang-unriang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesehjateraan
Anak;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maiuku
Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AO2 tentang Perlindungan
Anak;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undairg i.iomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
Undang-undang Nomor 1 Tahun '2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara;

Mengingat : 1.

9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
l0.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil

Negara;
l1.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan

Daerah;
12.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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13.Peraturan Pemerint-ah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahwn 1990 tentang Pendidikan
Menengah;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

l7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidkan Dasar dan Menengah;

l8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 84 Tahun
'2tt"t4 lentang Pendirian Satuau PAUD;

19.Perat-uran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan f)aerah;

20.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U I 200'2
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2l.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 729'al Ul'2044
tentang Standa-r Pelayanan li4inimai Bidang Pendidikan;

22.Rencana Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
20i6 ientang Peinbent'r-ikan dan Susunan Pcrangkat llacrah
Kabupaten Halmahera Barat;

24.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun
'2019 tentang Kabupaten Layak Anak;

25.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2A24 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O24;

26.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2AZl tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
10 Tahun '2AL6 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

2T.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 24424 tentang
D+njatrara* nnggiaran pendapatan dan Beianja Daerah Kai;upate:r
;;,i;";; Barat rahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Halmahera Barat Nomor : a2O 1159212024 perihal Usulan Penegerian.

MEMUTUSKAI{ :

lVlenetapkan

KESATU Menetapkan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan Sekolah
Dasar (SD) di Kabupaten Halmahera Barat, dengan nafila Satuan
Pendiciikan sebagaimana tercantum paria Lampiran Keputusan ini.

Penetapan Status Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
ditindaklanjuti dengan pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS]

bagi Sekoiah Negeri yang dikoordinir iangsung Dinas Pendidikan
dan Kebrida-vaan Katlupaten Halmahera Barat dengan tetap
mellgacu pada ketentuan peraturan perunciang-unciangan )'ang
Lrerlaku.
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segala biaya -vang timbul sebagai akibat dikeiuarkarlnya
Keputusan ini dibebankan pacia Anggaran pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan

BUPATI HALMAH BARAT,

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Adm. Umum

Kadis Pendidikan & Kebudavaan ,4-
Kabag. Hukum & Orgs V

Ditetapkan di :

padatanggal: lar
Jailolo

V* 2oz4

Tembusan; Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikar dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
2" Menteri Keuangan R.l di Jakarta,
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.l di Jakarta,
4. Diden Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.l cii Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Dinas Pendidkan darr Pengajaran Prov. Maluku Utara d sofifi,
B. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala BI({D Kab. I{ahnahera Barat di Jailolo,
11. Kepala UmD Pendidikan se-Kab. Hamahera Barat di Jaiiolo,
12. Satuar Pendidikal masing-masing di Tempat.

JAMES UANG
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LAMPIRAN : KBPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :2oL A /KwS/ tx12O24
TANGGAL : t'L gtrt2FMgE0_ 2A24

TENTANG : DAFTAR PENET'APAN STATUS NEGI'Ri UNTUK SATUA1\ PEI.{DIDIKAN
StrKOLAH DASAR ( SD ) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

JNUIES UANG

NO NAITIA SEKOLAII LAIYIA NA}IA SEKOLAH BARU ALAIVIAT

1 SD SWASTA BILOTE SD NEGERI 80
HALMAI{ERA BARAT

DESA BILOTE
KEC. LOLODA SELATAN

Ass. Bid. Atim.Umum

Kadis Pendidikan & Kebudayaan


